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ABSTRAK
Akhir-akhir ini eksistensi agama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia seakan-
akan dipertentangkan dengan dasar negara Pancasila. Padahal sudah diakui bahwa
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah berdasarkan Pancasila. Dari lima sila
Pancasila, sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Memang tidak secara tegas
dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara agama, namun Undang-Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan bahwa negara berdasarkan atas
Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya sila pertama dan ketentuan dalam konstitusi maka
secara tersirat dapat dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada
dasarnya adalah negara beragama. Atau setidaknya negara yang mengakui adanya
agama-agama. Jadi, bukan negara sekuler atau negara yang antiagama. Oleh karena itu
pertentangan antara agama dan negara sudah semestinya diakhiri, karena memang tidak
perlu dipertentangkan. Tulisan ini mencoba menguraikan bagaimana semestinya mem-
bangun hubungan serasi antara agama dan negara dalam konteks negara berdasarkan
Pancasila.
Kata kunci: agama, dasar fundamental, negara Pancasila.

A. PENDAHULUAN

Tinjauan historis secara menye-

luruh perpolitikan negara Indonesia

membawa kita kepada wawasan yang

lebih mendalam mengenai dinamika

hubungan agama dan politik di negara

ini. Penyusunan konstitusi negara dan

hari-hari menjelang kemerdekaan mem-

perlihatkan bibit-bibit konflik yang

bukan saja menanam segregasi politik

dan sosial dalam masyarakat, tetapi juga

mengancam hubungan serasi antara

negara dan agama. Konflik ini muncul

karena adanya anggapan bahwa “pene-

rimaan Pancasila dan UUD 1945 se-

bagai dasar negara menggantikan Pia-

gam Jakarta waktu itu hanya dapat

dijelaskan sebagai kontrak politik” (Ad-

nan Buyung Nasution, 1995). Sejak

awal kemerdekaan, terutama saat pe-

nyusunan konstitusi negara, telah mun-

cul bibit antagonisme hubungan politik

khususnya antara Islam dan negara.

Persoalan yang mengemuka adalah ba-

gaimana menempatkan Islam dalam

konteks kenegaraan yang notabene

multiagama dan keyakinan (Masykuri

Abdillah, 1999).
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Meskipun pada awalnya polemik

hubungan negara dan agama berhasil

didamaikan dengan menjadikan Panca-

sila sebagai dasar negara, namun kete-

gangan antara Islam dan negara tidak

bisa dihilangkan begitu saja. Pemerin-

tah, baik masa Orde Lama maupun

Orde Baru sampai di era reformasi se-

karang ini, secara politik terkesan telah

menempatkan Islam sebagai pesaing

kekuasaan yang kemudian terkesan

telah mengancam basis kebangsaan.

Implikasi dari keadaan yang demikian

itu melahirkan politik Islam yang

seolah-olah berambisi untuk menjadi-

kan Islam sebagai dasar negara. Meng-

hadapi kecurigaan itu melahirkan ke-

sadaran pada umat Islam untuk me-

nyatukan kekuatan. Fakta ini seolah

dianggap sebagai bahaya yang mengan-

cam persatuan bagi penguasa negara.

Dalam menyikapi fakta yang demikian

maka negara berusaha menghalangi dan

melakukan domestifikasi terhadap gera-

kan politik Islam sehingga meningkat-

lah ketegangan secara terus-menerus

antara umat Islam dan penguasa negara

(Zuhri Humaidi, 2010). Keadaan inilah

yang penulis maksud tidak adanya

keserasian hubungan antara negara dan

agama, khususnya agama Islam.

Adalah sebuah keniscayaan ke-

tika negara berdasarkan Pancasila di-

pertentangkan dengan agama. Bukankah

sila pertama dari Pancasila adalah

“Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemu-

dian di dalam Pembukaan UUD 1945

alinea ketiga disebutkan: “Atas berkat

rahmat Allah Yang Maha Kuasa....”

Kemudian di dalam Pasal 29 UUD 1945

ditegaskan lagi: “(1) Negara berdasar-

kan atas Ketuhanan Yang Maha Esa,

dan (2) Negara menjamin kemerdekaan

tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk

beribadah menurut agamanya dan ke-

percayaannya”.

Tidak diragukan lagi dan cukup

jelas secara normatif bahwa negara

Indonesia adalah negara beragama,

yaitu negara yang didirikan atas lan-

dasan nilai-nilai agama. Namun demi-

kian perlu juga dipahami bahwa dalam

negara Pancasila tidaklah dimaksudkan

untuk menunjuk pada suatu agama

tertentu, akan tetapi mengakui adanya

beberapa agama, sebagaimana saat ini

ada dan berkembang di Indonesia. Atas

dasar ini maka sudah seharusnya

agama-agama yang ada di Indonesia

untuk bisa saling bekerjasama di dalam

memajukan kesejahteraan rakyat. Kerja-
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sama yang dilakukan tentu dalam batas

nilai-nilai agama masing-masing. Da-

lam arti tentu tidak semua hal yang bisa

dikerjasamakan, karena prinsipnya da-

lam hal-hal tertentu masing-masing

agama adalah berbeda-beda nilai yang

dianutnya, namun perbedaan ini tentu

tidak boleh dipertentangkan, sehingga

melahirkan perdebatan mana yang di

atas, hukum agama atau hukum negara

(Ahmad Najib Burhani, 2017).

Tulisan ini mencoba menguraikan

bagaimana sebaiknya hubungan agama

dengan negara yang berdasarkan Panca-

sila. Dalam hal ini akan dikaji di mana

kesesuaian antara nilai-nilai dalam

ajaran agama dengan sila-sila Pancasila.

Namun dalam mengungkap persoalan

ini penulis akan membatasi diri pada

nilai-nilai agama Islam yang penulis

anut. Sedangkan untuk agama-agama

yang lain diharapkan juga akan muncul

tulisan-tulisan yang sama dari per-

spektif agama yang berbeda. Tetapi

tujuannya tetap sama yaitu mencari ke-

serasian nilai-nilai ajaran agama dengan

sila-sila Pancasila.

B. METODE PENELITIAN

Dalam menjawab isu pokok tu-

lisan ini, yaitu kesesuaian hubungan

antara agama (khususnya agama Islam)

dengan nilai-nilai Pancasila, penulis

membutuhkan data sekunder yang

berasal dari bahan pustaka. Dalam hal

ini penulis melakukan penelitian literasi

terhadap tulisan para cendekiawan. Data

sekunder pokok yang dipelajari adalah

Al-Qur’an, kemudian ditunjang dengan

artikel ilmiah, karya ilmiah di jurnal,

dan buku referensi yang ditulis oleh

para cendekiawan.

Metode analisis menggunakan

analisis kualitatif-deskriptif. Hasil pe-

nelitian ini akan mendeskripsikan ajaran

Islam yang termaktub dalam Al-Qur’an

dan pemikiran-pemikiran ahli yang

dinilai berkualitas di dalam memberikan

informasi atau pengetahuan tentang ke-

serasian antara nilai-nilai ajaran agama,

khususnya agama Islam dengan nilai-

nilai dari sila-sila dalam Pancasila.

C. PEMBAHASAN

Jamal al-Din mengatakan: “Ja-

nganlah hanya membicarakan Islam dari

sudutnya sebagai agama ritual yang

sempit, tetapi bagaimana melakukan

elaborasi secara ‘intelektual-religius’

agar bisa mendiskusikan hal-hal seperti

yang berkaitan dengan soal hukum Is-

lam, soal kelembagaan sosial Islam, dan

soal-soal yang berhubungan dengan

kekuasaan serta wilayah politik lainnya”
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(Moeslim Abdurrahman, 2017). Gaga-

san Islam seperti itu, yang kemudian

sering dikatakan sebagai awal muncul-

nya ‘modernisme Islam’, memang me-

numbuhkan semangat ‘menantang’

terhadap hegemoni Barat (Moeslim

Abdurrahman, 2017). Jadi, agama Islam

itu sarat nilai dan luas sekali cakupan

perhatiannya. Persoalan manusia di-

bicarakan dalam agama Islam, saat di

dunia maupun dalam kehidupan di

akhirat nantinya.

Tentang keberadaan Islam di In-

donesia, Ahmad Syafii Maarif (2017:2)

mengatakan, “Islam di Indonesia adalah

suatu agama yang hidup dan vital, yang

kini sedang terlibat dalam proses tran-

sformasi dari posisi kuantitas ke posisi

kualitas. Dengan kata lain, Islamisasi di

Indonesia bukanlah suatu produk seja-

rah yang telah rampung, tapi merupakan

proses yang berkelanjutan.”

Ini bisa terjadi menurut Marshall

G.S. Hodgson (Ahmad Syafii Maarif,

2017), karena sudah ditegaskan dalam

Al-Qur’an bahwa “Kamu (umat Islam)

adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan

ke tengah-tengah manusia dengan tugas

memerintahkan yang baik dan mence-

gah yang buruk, sedang kamu beriman

kepada Allah” (QS. 3:110). Lebih lanjut

dikemukakannya, “Orang yang berse-

mangat memang memegang ramalan ini

dengan sungguh-sungguh dalam rangka

membentuk sejarah seluruh dunia agar

sesuai dengannya” (Ahmad Syafii

Maarif, 2017). Maksudnya orang yang

bersungguh-sungguh dengan Islam, dia

akan berperilaku senantiasa berbuat

baik dan mencegah hal yang buruk. Da-

lam konteks ini tentu sudah semestinya

dihilangkan rasa kecurigaan yang ber-

lebihan terhadap agama Islam.

Sebelum kita lebih jauh mem-

bahas persoalan agama dan Pancasila,

ada baiknya terlebih dahulu ditampilkan

pemikiran seorang pakar ternama yang

patut untuk dijadikan referensi, yaitu

Nurcholis Majid (2008). Beliau me-

ngemukakan, “Perbincangan tentang

Pancasila sesungguhnya sudah sangat

panjang, sejak awal gagasan sampai

sekarang ini. Pro dan kontra mengiringi

dinamika perjalanan sejarah Indonesia.”

Namun satu hal yang paling penting

dicatat sebagaimana ditegaskannya ada-

lah “Pancasila telah menunjukkan ke-

efektifan sebagai penopang bagi bangsa

ini. Walaupun demikan bukan berarti

Pancasila sudah sepenuhnya operasional

dan mengisi semangat zaman. Justru

aspek penting yang seharusnya dikem-
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bangkan adalah bagaimana Pancasila

menjadi berfungsi penuh sebagai sum-

ber untuk memacu masa depan. Untuk

mewujudkannya adalah dengan men-

jadikan Pancasila sebagai ideologi ter-

buka”.

Joko Siswanto (Ngainun Naim,

2015) mengatakan, melalui pengemba-

ngan pemikiran-pemikiran baru itu

ideologi tersebut akan dapat memelihara

makna dan relevansinya tanpa kehi-

langan hakikatnya, sehingga ideologi

tersebut beserta nilai-nilai dasarnya

tetap berbunyi dan komunikatif dengan

masyarakat yang terus berkembang dan

dinamika kemajuan zaman yang terus

bergerak. Dengan begitu ideologi ter-

sebut akan “menzaman” tahan uji dan

malahan semakin berkembang bersama-

sama dengan realitas baru yang terus

bermunculan.

Dalam mempersoalkan kesesuai-

an antara nilai-nilai agama dan nilai-

nilai Pancasila, khususnya agama Islam,

maka tentunya Al-Qur’an menjadi dasar

pokok dalam pembahasan. Menurut

Muhammad Asad, Al-Qur’an memberi-

kan suatu jawaban komprehensif untuk

persoalan tingkah laku yang baik bagi

manusia sebagai perorangan dan seba-

gai anggota masyarakat dalam rangka

menciptakan suatu kehidupan yang ber-

imbang di dunia ini dengan tujuan akhir

kebahagiaan di akhirat. Al-Qur’an sen-

diri mengajarkan bahwa kehidupan

yang baik di sini dan kini merupakan

prasyarat bagi kebahagiaan hidup yang

akan datang. “Barang siapa yang buta di

sini, akan buta pula nanti, dan bahkan

akan lebih sesat lagi perjalanannya”

(QS. 17:72). Bagi seorang mukmin, Al-

Qur’an merupakan manifestasi terakhir

dari rahmat Allah kepada manusia, di

samping sebagai prinsip kearifan yang

terakhir pula (Muhammad Asad, 1980).

“Ketuhanan Yang Maha Esa” me-

rupakan sila pertama dalam urutan sila

Pancasila (Yudi Latif, 2010). Perdeba-

tan sila Pancasila yang memuat nilai

Ketuhanan ini menjadi mengemuka ke-

tika muncul pertanyaan mendasar apa-

kah yang dimaksud dengan Ketuhanan

Yang Maha Esa? Secara historis kul-

tural, bangsa Indonesia telah mengenal

konsep Tuhan melalui beragam cara.

Sejak masa penyembahan roh, arwah,

dewa-dewa yang mengacu kepada kon-

sep politheisme hingga pengakuan tung-

gal atas Tuhan (monotheisme). Jiwa dan

semangat religiusitas manusia Indonesia

sejak dahulu yang mengakui Tuhan da-

lam beragam keyakinan menolak paham
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ketiadaan Tuhan (ateisme) dalam kehi-

dupan manusia (Adian Husaini, 2009).

Ketiadaan Tuhan mengandung makna

bahwa manusia tak membutuhkan ke-

kuatan di luar dirinya. Manusia berbuat

dan berkehendak atas kehendak dirinya

semata dan menolak eksistensi dan pe-

ran Tuhan bagi dirinya. Manusia Indo-

nesia membutuhkan kekuatan yang

mendukung gerak dinamisnya. Ketika ia

menyembah serta memohon bantuan

pada kekuatan di luar dirinya, maka ia

telah menuhankan kekuatan tersebut,

baik roh, dewa-dewa, pohon bebatuan

dan sebagainya. Jika kita telaah lebih

jauh, konsep ideologi Ketuhanan Yang

Maha Esa tidak kita temukan dalam pe-

mahaman sifat Tuhan pra-Islam (Soe-

diman Kartohadiprojo, 2010:123). Sifat

Tuhan pra-Islam dalam pemahaman

animisme-dinamisme, kemudian ber-

gerak masa Hindu-Buddha yang me-

nyembah banyak dewa tidak meng-

ilhami nilai ideologi Ketuhanan Yang

Maha Esa. Nilai Ketuhanan Yang Maha

Esa jelas mengadopsi konsep bertuhan

Islam, hal ini begitu jelas dan tegas

Tuhan berfirman dalam Al-Qur’an:

“Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha

Esa” (QS. An-Nahl [16]:22), “Dan

Allah berfirman: Janganlah kamu me-

nyembah dua tuhan, hanyalah Dia

Tuhan Yang Maha Esa” (QS. An-Nahl

[16]:51).

Islam sebagai ajaran agama yang

menerapkan bahwa hanya ada satu Tu-

han, yaitu Tuhan Allah. Peletakan ideo-

logi Ketuhanan Islam dalam sila per-

tama Pancasila adalah tepat, mengingat

bahwa Islam telah berkembang sebagai

salah satu agama yang mewarnai kehi-

dupan masyarakat Indonesia sejak lama

hingga kini. Penerapan ideologi Islam

dalam Pancasila, sila pertama tidaklah

mengandung makna menutup hak hidup

bagi pemeluk agama lainnya di Indo-

nesia. Justru menerapkan ideologi Islam

dalam sila pertama Pancasila memberi-

kan ruang hidup bagi pemeluk agama

lain di bumi Indonesia. Islam meng-

ajarkan hubungan baik dengan sesama

manusia. Rasulullah SAW sangat meng-

hormati kaum dzimmi yang hidup dalam

lindungan Islam.

Cecep (Fokky Fuad, 2012) me-

ngatakan, “Islam yang hadir dalam

konsep ketuhanan yang menolak manu-

sia untuk menuhankan selain Allah se-

bagai satu-satunya Tuhan (monoteisme

yang ketat). Islam hadir untuk melu-

ruskan pemahaman atas konsep ketu-

hanan yang selama ini telah hidup dan
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berlangsung selama ribuan tahun di

Nusantara. Ketuhanan Yang Maha Esa

diakui atau tidak merupakan sembang-

sih besar ideologi Islam terhadap ideo-

logi Pancasila. Islam menolak konsep

Ketuhanan politeisme, Islam hanya me-

ngakui satu Tuhan yaitu Allah SWT

sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak ada

Tuhan selain Allah SWT.”

Islam adalah sebuah agama yang

mengajarkan nilai Ketuhanan tunggal

dalam pemujaannya. Penolakan Islam

sebagai dasar negara oleh beberapa Ba-

pak Pendiri Bangsa, disebabkan oleh

keberpihakan negara terhadap satu

agama tertentu, yaitu Islam. Selain itu

penolakan juga diakibatkan oleh panda-

ngan bahwa negara Indonesia bukanlah

Negara Islam (Yudi Latif, 2011).

Lalu apa yang dimaksud dengan

“Ketuhanan Yang Maha Esa”? Tidak

ada penjelasan yang membahas secara

terang benderang tentang ini. Namun

dengan memperhatikan Pembukaan Un-

dang-Undang Dasar 1945 yang menya-

takan secara tegas: “... Atas berkat

rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, maka

dapat dikatakan bahwa Ketuhanan Yang

Maha Esa mempunyai arti “Allah Yang

Maha Kuasa.” Sungguhpun demikian

pemahaman seperti ini hanya jika di-

lihat dari perspektif agama Islam. Untuk

agama yang lain yang diakui negara

tentu mempunyai persepsi yang berbeda

sesuai dengan keyakinan agamanya.

Oleh karena itu perbedaan ini tidak

perlu untuk dipersoalkan dan diperten-

tangkan, sehingga mengancam persatu-

an Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI) yang kita cintai bersama ini.

Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”

mengilhami sila-sila berikutnya, dengan

demikian dapat dikatakan bahwa nilai

tauhid Islam mewarnai sila-sila dalam

Pancasila. Sila “Kemanusiaan yang adil

dan beradab” dalam sila kedua Panca-

sila menunjukkan sebuah kesadaran si-

kap penghargaan atas nilai-nilai kema-

nusiaan tanpa memandang suku, agama,

bangsa dan negara. Kemanusiaan me-

lampaui batas negara, ia adalah sikap

untuk dengan sadar menghargai nilai-

nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan

menolak sikap chauvinisme yang me-

mentingkan kebenaran dirinya diban-

dingkan manusia yang lain. Pengharga-

an atas manusia ini menuntut sikap pe-

rilaku manusia yang adil. Adil terhadap

dirinya, adil terhadap manusia lainnya,

karena adil adalah sifat Tuhan (Fokky

Fuad, 2012).
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Dalam konteks sila “Kemanusia-

an yang adil dan beradab”, maka Islam

juga turut memasukkan nilai-nilai da-

sarnya yaitu sifat adil yang merupakan

sifat utama Allah SWT yang wajib

diteladani oleh manusia. Sifat beradab

merupakan lawan dari sifat zalim, dan

sifat adil serta beradab terdapat secara

tegas di dalam Al-Qur’an surah An-

Nahl [16]:90: “Sesungguhnya Allah

menyuruh (kamu) berlaku adil dan ber-

buat kebajikan, memberi kepada kaum

kerabat, dan Allah melarang dari ber-

buat keji, kemungkaran dan permusu-

han. Dia memberi pengajaran kepada

kamu agar kamu dapat mengambil

pengajaran.”

Ayat di atas mengandung garis

hukum, yaitu: Pertama, “Sesungguhnya

Allah menyuruh (kamu) berlaku adil

dan berbuat kebajikan”. Ini merupakan

perintah berlaku adil dan berbuat

kebajikan kepada manusia yang berasal

dari Allah SWT. Terdapat dua perintah

Allah SWT, berlaku adil dan berbuat

kebajikan. Keduanya merupakan perin-

tah setaraf dan seimbang, di mana

seseorang wajib berbuat adil sekaligus

berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan

merupakan bentuk tindakan nyata ma-

nusia yang telah dikeluarkan dari

kegelapan masa jahiliyah, sebuah masa

di mana manusia berbuat menyimpang

dari ketentuan Tuhan. Masyarakat ma-

nusia mengalami proses pencerahan

(enlightment) ketika berada dalam kon-

disi yang tercerahkan secara pola pikir

dan perbuatan.

Kedua, “Allah melarang dari ber-

buat keji, kemungkaran dan permusu-

han”, mengandung perintah berupa

larangan bagi kaum Muslimin untuk

melakukan perbuatan-perbuatan keji.

Baik perbuatan keji terhadap sesama

Muslim, terhadap sesama manusia,

maupun terhadap alam ciptaan Tuhan.

Perbuatan keji merupakan sebuah pe-

kerjaan yang jauh dari nilai-nilai kema-

nusiaan. Perbuatan keji berupa pembu-

nuhan, perzinahan, kejahatan atas ma-

nusia dan makhluk hidup, menjatuhkan

manusia ke dalam kehancurannya.

Pembangunan manusia menurut

Islam adalah untuk menciptakan manu-

sia yang cinta berbuat adil, manusia

yang jauh dari perbuatan keji, yang

tentunya suatu kepribadian yang me-

nuntut manusia untuk menjauhi per-

buatan kemungkaran, dan permusuhan.

Sikap manusia yang menghargai manu-

sia lainnya, menghargai hak asasi ma-

nusia (HAM) sebagai hak yang paling
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mendasar tampak nyata pula dalam Al-

Qur’an. Tuhan berfirman: “Dan sung-

guh kami telah memuliakan anak-anak

Adam....” (QS. Al-Isra [17]:70).

Ketiga firman Allah SWT ter-

sebut menunjukkan sebuah perilaku

kesusilaan, sebuah sikap manusia Indo-

nesia yang berbudi luhur, menghargai

manusia tanpa memandang keyakinan

religinya. Inilah sumbangsih Islam guna

mewujudkan manusia yang tak ter-

pisahkan dari dunia internasional yang

menghargai hak asasi manusia. Islam

bukanlah agama yang merusak kemanu-

siaan, Islam adalah agama yang memba-

ngun peradaban manusia. Islam sangat

menghargai nilai-nilai kemanusiaan,

bahkan Rasulullah SAW sangat meng-

hormati pemeluk agama lainnya di

mana di Kota Madinah hidup masya-

rakat Islam dan Yahudi.

Sikap dan perilaku manusia yang

adil dan beradab adalah pencerminan

sifat Tuhan Yang Maha Adil dan Maha

Memuliakan Hamba-Nya. Sifat inilah

yang wajib diteladani oleh manusia

Indonesia yang menyatakan keadilan

dan keberadaban sebagai sebuah ideo-

logi. Ideologi manusia yang meng-

utamakan penghormatan dan penghar-

gaan atas manusia setelah ia mengakui

keesaan Tuhan. Inilah penjelmaan

hablum minallah dan hablum minanas

dalam ideologi Pancasila (Muhammad

Tahir Azhary, 1992:22). Manusia meli-

hat dirinya sebagai kreasi Tuhan Yang

Maha Esa, dan untuk itu ia wajib me-

nyadari dan sekaligus meneladani sifat-

sifat keadilan dan kebajikan-Nya.

Dalam konteks “Kemanusiaan

yang adil dan beradab”, ajaran Islam

memasukkan nilai-nilai dasarnya yaitu

sifat adil yang merupakan sifat utama

Allah SWT yang wajib diteladani oleh

manusia. Sifat beradab merupakan la-

wan dari sifat zalim, dan sifat adil serta

beradab terdapat secara tegas di dalam

Al-Qur’an surah An-Nahl [16]:90: “Se-

sungguhnya Allah menyuruh (kamu)

berlaku adil dan berbuat kebajikan,

memberi kepada kaum kerabat, dan

Allah melarang dari berbuat keji, ke-

mungkaran dan permusuhan. Dia mem-

beri pengajaran kepada kamu agar kamu

dapat mengambil pengajaran”. Ini ada-

lah sebuah ajaran yang mulia dan pasti

diimpikan oleh setiap orang. Dalam

konteks nilai-nilai kemanusiaan, yaitu

berupa sifat adil dan beradab, pada

dasarnya adalah karakter nilai yang ber-

laku secara universal dan pasti diingini

oleh setiap manusia. Jadi, bukan nilai
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yang berlakunya terbatas hanya untuk

orang-orang Muslim saja. Namun se-

mua orang akan mengakuinya sebagai

sebuah nilai yang mesti ada dalam

pergaulan manusia. Oleh karena itu

rasanya tidaklah tepat mempersoalkan

antara agama Islam dengan ideologi

Pancasila. Kecuali memang ada orang

yang mempersoalkan nilai-nilai keadi-

lan dan keberadaban yang disebutkan

dalam Al-Qur’an surat An-Nahl di atas.

Sebab ada dua hal yang diperintahkan

oleh Al-Qur’an surat An-Nahl di atas:

pertama, “Sesungguhnya Allah menyu-

ruh (kamu) berlaku adil dan berbuat

kebajikan”, dan kedua, “Allah melarang

dari berbuat keji, kemungkaran dan

permusuhan.”

Manusia Indonesia dengan ideo-

logi Pancasila telah mampu diterima di

tengah-tengah kancah pergaulan masya-

rakat internasional. Bangsa Indonesia

dengan konsep penghargaan dan peng-

hormatan yang tinggi atas nilai kema-

nusiaan menolak penjajahan, sifat peri-

laku destruktif baik atas nama agama

maupun atas dasar kesukuan. Manusia

diciptakan sederajat, dan manusia ter-

baik adalah manusia yang bertakwa

kepada-Nya. Sifat penghargaan Islam

yang tertuang dalam ideologi Pancasila

sila kedua ini juga menghargai sebuah

nilai persaudaraan dan perdamaian

antarmanusia. Persaudaraan dan per-

damaian tersebut tertuang dalam sila

ketiga Pancasila (Muhammad Tahir

Azhary, 1992), yaitu “Persatuan Indo-

nesia.”

Dilihat dari sudut pandang aga-

ma, Indonesia adalah bangsa Muslim

paling besar di dunia (the biggest

Muslim country in the word). Tetapi

secara religio-politik dan ideologis,

Indonesia bukanlah “Negara Islam”.

Indonesia adalah negara yang didasar-

kan kepada ideologi resmi yang disebut

Pancasila: (1) kepercayaan kepada Tu-

han Yang Maha Esa atau disebut mono-

teisme; (2) kemanusiaan yang adil dan

beradab; (3) persatuan Indonesia; (4)

demokrasi; dan (5) keadilan sosial.

Soekarno, presiden Republik Indonesia

yang pertama, dikenal sebagai penemu

Pancasila, ia menawarkan kelima dasar

di atas sebagai ‘modus vivendi’ antara

nasionalisme sekuler yang disuarakan

kaum nasionalis dan gagasan Negara

Islam yang dituntut oleh para politisi

beorientasi Islam. Para pemimpim Islam

menerima Pancasila ketika ia dicantum-

kan pada Pembukaan UUD 1945 dan
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dianggap tidak bertentangan dengan

ajaran Islam (Mastuki HS, 2014).

Penerimaan Pancasila bagi Mus-

lim adalah satu hal sangat penting dan

merupakan akar pluralisme Islam Indo-

nesia (Indonesia Islamic roots of plu-

ralism). Bagi kebanyakan kaum Mus-

lim, dilihat dari perspektif Al-Qur’an,

Pancasila merupakan titik temu (com-

mon plat-form, kalimatun sawa’) di

antara berbagai kelompok agama yang

berbeda. Sebagaimana perintah Allah

yang dialamatkan kepada Nabi Muham-

mad SAW: “Katakanlah wahai para

pengikut kitab suci, marilah menuju

kepada kalimatun sawa’ (kalimat atau

ajaran yang sama) antara kami dan

kamu, yaitu bahwa kita tidak menyem-

bah kecuali Allah, dan tidak memper-

sembahkan-Nya kepada sesuatu apapun

juga, dan sebagian dari kita tidak

mengangkat sebagian yang lain selaku

tuhan-tuhan selain daripada Allah...”

(QS. 3:64).

Kemudian berkaitan sila “Persa-

tuan Indonesia”, dapat dipelajari firman

Allah: “Wahai manusia! Sungguh, Ka-

mi telah menciptakan kamu dari laki-

laki dan perempuan, kemudian Kami

jadikan kamu berbangsa-bangsa dan

bersuku-suku agar kamu saling menge-

nal” (QS. Al-Hujuurat [49]:13). Ayat ini

adalah menggambarkan bagaimana Tu-

han menciptakan manusia dalam ber-

agam budaya (multikultur). Artinya,

Tuhan tidak hanya menciptakan umat

Islam tetapi juga menciptakan umat-

umat yang lain. Bangsa Indonesia

diciptakan-Nya dalam beragam suku,

dan tentunya setiap suku dibekali-Nya

dengan budaya dan alat komunikasi

berupa bahasa kaumnya. Beragamnya

suku bangsa dari manusia ciptaan

Tuhan ini seharusnya menyadarkan kita

bahwa ada orang lain selain kita, kita

hidup bersama dengan manusia lainnya

yang berbeda dengan kita, beragam

suku, bangsa, ras dan agama. Menyatu-

nya berbagai ragam suku bangsa dalam

bingkai Indonesia ini adalah akibat

terjadinya penjajahan yang telah me-

nyengsarakan manusia Indonesia. Sikap

destruktif dengan saling menghancur-

kan adalah sebuah sikap yang jauh dari

nilai Islam. Peperangan ataupun sikap

destruktif oleh umat Islam lebih di-

sebabkan oleh ketidakadilan sosial yang

terjadi misalnya akibat karena terusir-

nya mereka dari kampung halamannya.

Dalam konsep persaudaraan antarumat

beragama, nilai keimanan dengan me-

ngakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai
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konsep tauhid adalah sebuah kesadaran

mutlak religiusitas umat Islam di mana-

pun dan kapanpun. Kesadaran penga-

kuan Tuhan Yang Maha Esa tidak men-

jadikan umat Islam menyatakan sikap

permusuhan terhadap umat beragama

lain. Pengakuan atas nilai religius yang

berbeda diakui oleh Islam dalam Al-

Qur’an surat Al-Kafirun ayat 1-6. Kon-

sep penghormatan terhadap umat ber-

agama lainnya menjadikan umat Islam

mengutamakan kerjasama sosial dengan

pemeluk agama lainnya.

Dalam kata “umat” (Muhammad

Nazeer Kakakhel, 1983) terkandung

makna kesatuan, integrasi dan solida-

ritas. Nazeer Kakakhel menjelaskan

lebih luas konsep umat sebagai kesatuan

dan integrasi spiritual, ekonomi, sosial

dan politik.

Pertama, integrasi spiritual. Islam

datang dengan doktrin keesaaan Allah

dan kenabian Muhammad. Islam me-

rupakan kendaraan bagi integrasi spiri-

tual tersebut. Karena itu, hakikat kesa-

tuan Muslim bersifat ideologis, melam-

paui semua ras, warna kulit, klan,

bahasa, dan lainnya. Inilah persaudaraan

universal umat manusia yang diikat oleh

kebersamaan iman dan moralitas. Al-

Qur’an mengatur dan mengintegrasikan

kehidupan mereka sebagai satu unit tak

terpisahkan.

Kedua, integrasi ekonomi. Ayat-

ayat Makkiyah dan hadis-hadis yang

relevan mengindikasikan eksploitasi ka-

um miskin oleh orang kaya. Ayat-ayat

Makkiyah menyebutkan pelarangan ber-

buat tidak jujur dalam hal takaran dan

timbangan. Eksploitasi ekonomi adalah

satu sebab terjadinya disintegrasi dalam

masyarakat ketika kesejahteraan umum

diabaikan dan orang-orang kaya mem-

peroleh kemajuan kapital dan kekuasaan

untuk memperoleh kekayaan secara

berlebih. Karena itu, Islam mengelimi-

nasi eksploitasi ini dengan keharusan

berinfak di jalan Allah. Islam juga

melarang riba, monopoli dan mani-

pulasi. Pada saat yang sama, zakat,

sedekah, hibah, wakaf dan lain-lain

ditekankan dalam Al-Qur’an dengan

maksud terjadi redistribusi atas surplus

yang diperoleh kelompok kaya. Inilah

yang disebut sebagai jaminan sosial

yang dapat mempererat integrasi eko-

nomi antara kaya dan miskin dalam

umat Muslim.

Ketiga, integrasi sosial. Al-

Qur’an menjelaskan perlunya memba-

ngun masyarakat manusia atas asas

moralitas, keadilan dan kejujuran. Ke-
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tika Nabi mulai berdakwah, banyak

orang dengan beragam status sosial

mengitarinya. Ia segera berupaya untuk

memperkuat ikatan persatuan di antara

mereka melalui institusi persaudaraan

(mu’akhat). Ini dilakukan untuk men-

jamin keadilan sosial. Anggota umat

setara di hadapan Allah tanpa meman-

dang status sosial mereka. Untuk mem-

perkuat kesatuan sosial ini, Nabi juga

melarang perbudakan dan melakukan

upaya maksimal untuk membebaskan

para budak dengan mengalokasikan

zakat. Nabi bersabda: “Budak-budakmu

adalah saudaramu. Allah menempatkan

mereka di bawah penguasaanmu. Jadi,

jika saudaramu berada di bawah keku-

asaanmu, maka kamu harus memberi-

nya makanan yang sama dengan yang

kamu makan; kamu harus menyediakan

pakaian baginya yang sama dengan

yang kamu pakai dan kamu tidak boleh

memberi pekerjaan yang melampaui

kemampuannya. Jika beban pekerjaan-

nya terlampau banyak, kamu harus

membantunya” (Al-Bukhari, 1961).

Keempat, integrasi politik. Umat

merujuk pada ikatan antara anggota-

anggota komunitas satu dengan yang

lainnya. Ketaatan moral kepada Nabi

mengimplikasikan ketaatan politik se-

kaligus, karena keduanya tidak dapat

dipisahkan. Solidaritas umat secara lo-

gika mesti menghendaki basis politik.

Dengan demikian umat dibangun ber-

dasarkan pada prinsip-prinsip moral

Islam.

Dalam rangka kehidupan ber-

sama, bernegara dan berbangsa, kebutu-

han membangun persatuan dan kesatuan

mensyaratkan ta`aruf dan tasamuh.

Ta’aruf adalah upaya secara timbal

balik untuk mengenal dan memahami

satu dengan yang lain (QS. Al-Hujurat

49:13). Karenanya ta’aruf merupakan

“dialog” (baca: bukan monolog). Dialog

bukan semata percakapan bahkan juga

pertemuan dua pikiran dan hati menge-

nai persoalan bersama, dengan komit-

men bersama yang tujuannya agar se-

tiap pihak dapat belajar dari yang lain.

Dialog merupakan pangkal pencerahan

nurani dan akal pikiran menuju ke-

matangan cara hidup bersama yang

menghargai “kelainan” (the otherness).

Berkaitan dengan sila “Kerakya-

tan yang dipimpin oleh hikmah kebijak-

sanaan dalam permusyawaratan/perwa-

kilan”, secara singkat bisa disebut de-

ngan demokrasi. Dalam ajaran agama

Islam banyak sekali ayat-ayat berbicara

tentang ini, di antaranya: “Dan bermu-
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syawarahlah dengan mereka dalam uru-

san itu” (QS. Ali Imran [3]:159)”. Ayat

ini memerintahkan pada manusia untuk

bermusyawarah dalam menyelesaikan

persoalan. Tentu ajaran ini dapat di-

jadikan nilai bersama bagi bangsa Indo-

nesia dalam menyelesaikan persoalan

jika ada masalah.

Ajaran agama Islam adalah meng-

utamakan kemaslahatan umat, dengan

demikian menjadi logis bahwa Islam

mengutamakan musyawarah dan kerja-

sama konstruktif untuk mencapai suatu

tujuan yang diharapkan bersama. Kerja-

sama dan sikap saling menolong begitu

utama dalam Islam sehingga Rasulullah

SAW dalam menghadapi berbagai per-

soalan sering mengundang para sahabat

untuk bermusyawarah. Dalam bermu-

syawarah dilakukan tidak terbatas pada

umat Islam saja, juga dilakukan ter-

hadap umat non-Muslim. Bermusya-

warah adalah perintah Allah yang wajib

dilakukan oleh umat Muslim di dalam

menyelesaikan masalah. Dalam Al-

Qur’an surah 42:38 Allah SWT ber-

firman: “Dan (bagi) orang-orang yang

menerima (mematuhi) seruan Tuhannya

dan mendirikan shalat, sedang urusan

mereka (diputuskan) dengan musya-

warat antara mereka; dan mereka me-

nafkahkan sebagian dari rezeki yang

kami berikan kepada mereka” (QS. As-

Syuura [42]:38).

Musyawarah dalam negara Pan-

casila menghendaki adanya sebuah hik-

mah (pemahaman) dan sekaligus ke-

bijaksanaan. Demokrasi yang diingin-

kan oleh sila keempat Pancasila adalah

sebuah demokrasi yang dilaksanakan

dengan cara bermusyawarah, dibarengi

dengan sebuah pemahaman akan pe-

ngetahuan serta dilaksanakan dengan

bijaksana. Inilah ideologi berdemokrasi

bagi bangsa Indonesia, bukan dengan

memaksakan kehendak karena ketak-

pahaman/ketidaktahuan akan nilai luhur

berdemokrasi. Di sinilah kemudian hu-

kum diletakkan sebagai pembatas untuk

menghindari kebebasan tanpa batas tak

bertanggung jawab. Inilah kesesuaian

antara Nomokrasi Islam dan Demokrasi

Pancasila, di mana nilai Islam mewarnai

demokrasi Indonesia.

Sila kelima, “Keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia”. Salah satu

tujuan Negara Kesatuan Republik Indo-

nesia adalah untuk menegakkan keadi-

lan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Persoalan keadilan Indonesia saat ini

rupanya masih sebatas cita-cita. Sudah

tujuh dekade merdeka, ketidakadilan so-
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sial justru lebih mudah disaksikan.

Kemiskinan, pengangguran, kelaparan,

kekurangan gizi, wabah penyakit, dan

keterlantaran terus tumbuh. Pembangu-

nan yang didominasi oleh ideologi

pertumbuhan (economic growth) secara

material tidak berbanding lurus dengan

peningkatan dan pemerataan kesejah-

teraan. Pada saat yang sama “Ekonomi

Pancasila” yang berasas “kekeluargaan”

disesatkan oleh paham nepotisme – ke-

sejahteraan hanya dinikmati oleh dinasti

atau keluarga tertentu.

Dalam rangka itu, ajaran Islam

memberikan konsep: Allah SWT ber-

firman dalam QS. Az-Dzariyat [51]:19:

“Dan pada harta-harta mereka, ada hak

untuk orang miskin yang meminta dan

orang miskin yang tidak mendapat

bagian.”

Keadilan sosial adalah tujuan ter-

ciptanya keadilan dalam Islam, Islam

menolak konsep kapitalisme yang me-

musatkan harta hanya di tangan para

pemilik modal. Islam adalah agama

adil, karena keadilan adalah sifat Tuhan

dan berbuat adil akan mendekatkan diri

setiap hamba kepada Tuhan.

Konsep keadilan sosial dalam Is-

lam juga berbeda dengan keadilan sosial

dalam sistem sosialisme. Keadilan so-

sial dalam Islam memiliki basis tauhid,

di mana Allah SWT sebagai Maha Pen-

cipta menciptakan segala benda bagi

kesejahteraan umat manusia. Harta di-

yakini sebagai karunia Tuhan Yang

Maha Esa dan setiap orang berhak

untuk memperoleh karunia ciptaan-Nya

tersebut. Jika diruntut keadilan sosial

Islam dengan Pancasila sila kelima,

maka sila pertama Pancasila (tauhid)

mewarnai setiap sila, sehingga sebagai

bangsa kita meyakini bahwa harta yang

kita peroleh adalah karunia Tuhan Yang

Maha Esa dan untuk itu maka kekayaan

negara harus dirasakan oleh setiap

warga bangsa Indonesia.

Allah SWT berfirman: “Dan

orang-orang yang dalam hartanya ter-

sedia bahagian tertentu bagi orang (mis-

kin) yang meminta dan orang yang ti-

dak mempunyai apa-apa (yang tidak

mau meminta)” (QS. Al-Ma’rij [70]:24-

25).

D. PENUTUP

Islam adalah agama yang diyakini

kebenarannya bagi umat Islam, sedang-

kan Pancasila adalah dasar negara Indo-

nesia, di mana mayoritas penduduknya

adalah umat Islam. Ajaran agama Islam

tidak ada pertentangannya dengan nilai-

nilai Pancasila. Oleh karena itu jika ada
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yang membenturkan nilai-nilai Panca-

sila dengan ajaran agama Islam berarti

sebuah bentuk dari perbuatan penging-

karan terhadap sila-sila Pancasila. Per-

debatan antara Islam dan Pancasila ha-

rus diakhiri. Jika terjadi perbedaan pen-

dapat, itu sesungguhnya karena kurang-

nya pengetahuan tentang ajaran Islam

dan Pancasila.
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